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Abstract 
 

This study aims to determine: 1) The application of criminal sanctions against the delivery of 

misleading information that results in consumer losses in electronic transactions in criminal 

case number 650/Pid.Sus./2020/PN.Mks; 2) The judge's legal considerations in imposing a 

criminal decision on the delivery of misleading information that results in consumer losses in 

electronic transactions in decision number 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks 

 The research method of the research is descriptive qualitative research by conducting 

interviews with related parties who handle these cases. The results of the study shows that: 1) 

The application of criminal sanctions against the delivery of misleading information that results 

in consumer losses in electronic transactions in the decision of case number 

650/Pid.Sus/2020/PN.Mks has not shown a sense of justice for consumers (victims), because it 

only uses one statutory provision. 2) The judge's legal considerations in imposing a criminal 

decision on the delivery of misleading information that results in consumer losses in electronic 

transactions in decision number 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks, 

Keywords: Information, Consumer Losses, Electronic Transactions 

 
 
 

A. PENDAHULUAN 
 

Salah satu faktor utama dalam pembangunan nasional di era sekarang ini adalah perkembangan 

teknologi kompter dan informasi perkembangan dan kemajuan teknlogi, informasi elektronik adalah 

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar atau 

sejenisnya. Perkembangan dan kemajuan teknlogi informasi yang terjadi menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, perubahan dalam arktivitas 
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kehidupan manusia di berbagai bidang, perubahan tersebut secara langsung berdampak pada munculnya 

bentuk bentuk proses hukum yang baru. Perkembangannteknologi informasiijuga berperannpenting 

dalam perdagangan dan pertumbuhannperekonomian nasionalluntuk mewujudkannkesejahteraan 

masyarakat Pemerintahhperlu mendukunggpengembangan teknologiiinformasi melalui infrastruktur 

hukummdan pengaturannyaasehingga pemanfaatanateknologi informasi dilakukannsecara amanauntuk 

mencegahapenyalahgunaannya dengannmemperhatikan nilai-nilai agamaadan sosiallbudaya 

masyarakattIndonesia, meningkatnya kasus-kasus kejahatan sebagai gejala sosial, sebenarnya 

merupakan akibat semakin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat. 

Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan penyebaran informasi meningkat secara pesat. 

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pengguna internet di Indonesia meningkat drastis sejak tahun 2014 yang berjumlah sekitar 82 juta 

pengguna menjadi 196,7 juta pengguna pada tahun 2020. Hal ini berimplikasi terhadap masifnya 

penyebaran informasi elektronik di Indonesia baik berita benar dan berita yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Kemajuan teknologi dan informasi adalah sebuah keadaan yang terjadi dikarenakan arus 

globalisasi yang melanda masyarakat dunia. Secara garis besar, informasi yang beredar menjadi tidak 

terbendung dan dapat memberikan dampak yang merugikan masyarakat akibat peredaran informasi 

yang tidak benar. 

Secara khusus di Indonesia internet digunakan bukan saja untuk kepentingan ekonomi misalnya 

ketika masyarakat menggunakan sarana untuk melakukan kegiatan jual beli secara online sehingga baik 

pelaku usaha maupun konsumen terfasilitasi dengan adanya fasilitas internet atau teknologi informasi, 

hanya saja dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya maka tidak jarang 

banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini dengan menyebarkan informasi yang 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Maka kehadiran 

UUPK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai 

upaya, dan lebih tepatnya menuntut hak-haknya sebagai konsumen Secara umum, aturan-aturan ini 

dibuat dalam rangka untuk meminimalisir peredaran informasi yang menyesatkan dan merugikan 

masyarakat dalam melakukan transaksi elektonik melalui platform sosial media. 
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Meskipun telah banyak aturan yang diterapkan dalam rangka meminimalisir peredaran informasi 

yang menyesatkan, namun dengan banyaknya pengguna internet yang menyebabkan sulitnya memantau 

peredaran informasi dan yang melakukan kegiatan jual beli secara online, menciptakan potensi 

peredaran informasi palsu, sehingga implementasi aturan-aturan tersebut menjadi tidak maksimal. 

Seperti yang banyak terjadi di Kota Makassar, begitu banyak informasi yang kurang benar beredar di 

masyarakat. Kasus nomor 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjadi salah satu bukti maraknya peredaran 

informasi palsu melalui internet di Kota Makassar. 

Permasalahan peredaran informasi palsu melalui internet menjadi sesuatu yang perlu ditangani 

secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat tidak mengalami kerugian-kerugian 

yang ditimbulkan akibat peredaran informasi palsu tersebut. Permasalahan tersebut yang menjadi dasar 

pentingnya dilakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang (1) Penerapan Sanksi 

Pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik dalam perkara pidana No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks, (2) Pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam putusan 

No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks. 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

 
 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif ialah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dalam rangka menjawab 

pertanyaan terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti 

permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-

empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur 

empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana 

implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta 

yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Lokasi dari penelitian ini 

ialah di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kajian pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Dalam melakukan wawancara, 
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beberapa pihak yang menjadi partisipan antara lain: (1) Hakim Pengadilan Negeri Makassar; (2) Jaksa 

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. 

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1) Penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkannyang 

mengakibatkannkerugian konsumenddalam transaksiielektronik dalammperkara pidana 

No.650/Pid.Sus/2020/PN Mks :  

Dalam penerapannsanksi perkara pidana nomor 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks aturan yang 

digunakan adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE bahwa “Setiap’orang.dengan.sengaja’dan,tanpa’hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan..yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik.” Ketentuannpidana menyebarkannberita bohong dan menyesatkan yang merugikan 

konsumen dalam..transaksi..elektronik terletak dalam..Pasal 45..Ayat (2) UU..ITE yaitu 

dipidana..dengan.pidana.penjara.paling..lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Dalam pemberian sanksi pidana hakim memutuskan bahwa dengan memperhatikan, Pasal 45A 

Ayat.(1) Jo..Pasal 28 ayat (1).Undang-Undang RI.Nomor.11.Tahun.2008 tentang.Informasi 

dan.Transaksi.Elektronikksebagaimana.telah..diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyampaian 

informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan 

dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar 

Rp800.000.000,00..(delapan.ratus.juta.rupiah/rupiah)..dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) ..bulan. 

Terkait dengan hal di atas, maka penulis melihat bahwa hakim hanya menggunakan satu 

ketentutan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang ITE sehingga tampak bahwa sanksi 

terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya dalam kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan 

peraturan.perundang-undangan.yang.lain.seperti; 

Undang-Undang.No.8.tahun.1999.tentang..Perlindungan..Konsumen (UUPK), Terutama Pasal 9 

(1) Pelaku..usaha..dilarang..menawarkan,.memproduksikan,..mengiklankan,..suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/seolah-olah;  
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a. Barang.tersebut.telah,memenuhi.dan/atau.memiliki.potongan.harga,.harga/khusus, 

standard.mutu.tertentu,.gaya.atau,mode.,tertentu,.karakteristik..tetentu,..sejarah… 

atau gunaa.tertentu; 

b. Barang.tersebut.dalam.keadaan.baik.dan/atau.baru; 

c. Barang..dan/atau..jasaatersebut..telah..mendapatkan..dan/atau..memiliki..sponsor, 

persetujuan..perlengkapakan..tertentuk,.keuntungan..tertentu,.ciri.ciri..kerja..atau aksesori 

tertentu; 

d. Barang..dan/atau..jasa..tersebut..dibuat..oleh..perusahaan..yang..mempunyai 

sponsor,.persetujuan.atau.terfafiliasi; 

e. Barang.dan/atau.jasa.tersebut.tersedia; 

f. Barang.tersebut.tidak.mengandung.cacat.tersembunyi; 

g. Barang.tersebut.merupakan.kelengkapan.dari.barang.tertentu; 

h. Barang.tersebut.berasal.dari.daerah.tertentu; 

i. Secara.langsung.atau.tidak.langsung.merendahkan.barang/jasa.lain; 

j. Menggunakan.kata-kata.yang.berlebihan,.seperti.aman,.tidak..berbahaya,.tidak 

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap 

k. Menawarkan.sesuatu.yang.mengandung.janji.yang.belum.pasti. 

  Jika terjadi kerugian terhadap konsumen maka akan di jerat dengan Pasal 62 Ayat (1) UU 8, 

1999 yang berbunyi; 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 

atauupidana dendappaling banyak Rp 2 milliar “ 

  Selain UUPK, dalam perkara ini juga dapat dipertimbangkan peraturan perundang-undangan 

seperti KitabbUndang-Undang HukumpPidana (KUHP) Pasal 378 dikarenakan pelaku usaha atau 

penjual juga menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online, maka ia 

dapat juga di pidana berdasarkan: 

Pasal 378 KUHP berbunyi; 

“Barangsiapaadengan maksud untukkmenguntungkan diriisendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakaiinama palsu atau martabatppalsu, dengan tipu 

muslihat, ataupun rangkaiankkebohongan, menggerakanoorang lain untuk 

menyerahkannbarang sesuatuukepadanya, atau supayaamemberi hutang maupun 

menghapuskan piutang, diancammkarena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 

tahun” 
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Jika kedua undang-undang di atas di terapkan maka sangat mungkin vonisnya akan lebih berat, 

disini majelis hakim penerapan sanksi pidananya belum sesuai dengan rasa “Keadilan Korban” karena 

belum mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UUPK dan KUHP, penulis 

melihat bahwa seharusnya Hakim harus mempetimbangkan dalam putusan ini tentang pemberatan kalau 

hakim mempertimbangkan rasa “Keadilan Korban” maka pertimbangkan aspek-aspek pemberatan 

dalam hukuman oleh karena itu sedari awal mulai dari proses penyidikan terutama penuntutan ini harus 

mempertimbangkan undang-undang yang lain (UUPK dan KUHP) dan jika hanya satu peraturan 

perundang-undangan yang menurut hakim dilanggar, maka memang kecendrungannya lebih ringan. 

 Berdasarkannuraianndiatas,hhalltersebuttsesuaiidengann teori keadilan dimana istilah 

keadilann(justicia)bberasalk darik kata “adil” yang berarti,ttidak kberatt sebelah, tidak 

memihak,ssepatutnya, tidak sewenangwenang. Kataajustice memilikikkesamaan dengan equity 

yaitukkeadilan, yang dapattdiartikandsebagaiiberikut: 

a. Keadilann(justice),ttidakkmemihakk(impartial),mmemberikannsetiapporangmhaknya (his 

due)  

b. Segalaasesuatuulayakk(fair),aatauaadill(equitable)  

c. Prinsippumummtentanggkelayakann(fairness)ddannkeadilann(justice) dalam hal hukum 

yang berlaku. 

d. Prinsippumummtentanggkelayakann(fairness) dankkeadilan (justice) dalam hal  

hukummyanggberlaku. BerikuttadalahhKeadilannmenuruttbeberapaatokoh, yaitu 

A. Aristoteles.  

KeadilannmenuruttAristoteles, dibedakannantaraakeadilan “distributive” dengan 

keadilann“korektif” atau “remedial” yanggmerupakanndasar rbagi isemua pembahasan 

teoritissterhadapppokokk persoalan. Keadilan distributivemmengacuukepadaapembagian 

baranggdanjjasa kepadaasetiap orangssesuai dengannkedudukannya dalammmasyarakat, dan 

perlakuannyang samaaterhadap kesederajatanwdihadapan hukum (equality before the law) 

Dalammteorinya menyatakanabahwa ukurannkeadilan adalah: 

a. Seseoranggtidak melanggarrhukum yanggberlaku, sehinggaakeadilan berartiisesuai 

hukummatau (lawfull) yaituuhukum tidakkboleh dilanggarrdan aturanahukum harussdiikuti. 

b. Seseoranggtidak bolehmmengambil lebihhdari haknya, sehinggaakeadilan berarti 

persamaannhak. Pembagiannkeadilan menurutaAristoteles dalammbukunya Etika, 

membagiikeadilan dalammdua golonganyyaitu: 



   Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 2 (July 2021) 
                                 p-ISSN : 1411-349X  
                                e-ISSN : 2477-6009 

 
 

 

167 

c. Keadilanndistributive, yakniikeseimbangan antaraaapa yanggdidapati (he gets) oleh 

seseoranggdengan apaayang patuttdi dapatkann(he deserves).  

d. Keadilannkorektif, yakniikeadilan yanggbertujuan mengkoreksiikejadian yanggtidak adil, 

sebagaiibentuk keseimbangann(equality) antaraaapa yanggdiberikan denganaapa 

yanggditerimanya 

 Dan teruntuk Pasall378kKUHP danpPasal 28aayat (1) UUuITE tersebuttdapat diketahui 

bahwaakeduanya mengaturthal yanggberbeda. Pasal3378 KUHPpmengatur penipuan, sementaraaPasal 

28aayat (1) UUuITE mengaturrmengenai beritaabohong / informasi yang menyesatkan yang 

menyebabkankkerugian konsumenndalam transaksiielektronik Terkait dengannrumusan Pasal 28 ayat 

(1) UU ITE yanggmenggunakan frasaa“menyebarkan berita bohong”, sebenarnyaa terdapat ketentuan 

yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupunndengan rumusannyang sedikittberbeda 

yaituudigunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dannjuga kerugianyyang ditimbulkannlebih 

diaturrspesifik. Pasal 390 KUHP berbunyiisebagai berikut: 

“Baranggsiapa dengannmaksud untukkmenguntungkan diriisendiri atau orang lainnsecara 

melawanhhukum,dengannmenyiarkan kabarr bohong yang menyebabkan hargaa barang-

barang dagangan, adana-dana atauusurat-surat berhargaamenjadi turunnatau naikkdiancam 

dengannpidana penjaraapaling lamaadua tahunddelapan bulan.” 

 Menurut R. Soesilo dalammbukunya KitabbUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

terdakwaahanya dapattdihukum denganpPasal 390 KUHP, apabilaaternyata bahwaakabar 

yanggdisiarkan ituuadalah kabarrbohong. Yanggdipandang sebagaiikabar bohong, tidakksaja 

memberitahukannsuatu kabarryang kosong, akanntetapi juga menceritakannsecara tidakkbetul 

tentanggsuatu kejadian, penjelasannini berlakuujuga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatuuberita 

yanggmenceritakan secaraatidak betulltentang suatuukejadian adalah termasukkjuga beritaabohong. 

 Walaupunnbegitu, keduaatindak pidanaatersebut memilikiisuatu kesamaan, yaituudapat 

mengakibatkannkerugian bagiiorang lain. Tapi, rumusannPasal 28 ayat (1) UU ITE tidak 
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mensyaratkannadanya unsur “menguntungkanndiriisendiriaatauuorangglain” sebagaimana 

diaturrdalam Pasal 378 KUHP tentanggpenipuan. 

Pada akhirnya, dibutuhkannkejelian penegakkhukum untukkmenentukan kapannharus 

menggunakanpPasal 378 KUHP dankkapan harus menggunakannketentuan-ketentuanndalam Pasal 28 

ayat (1) UU ITE. Namun, padaapraktiknyaapihakkpenegakkhukummdapat mengenakannpasal-

pasallberlapis terhadappsuatu tindakppidana yanggmemenuhi unsur-unsur tindakppidana 

penipuannsebagaimana diaturrdalam Pasal 378 KUHP dannmemenuhi unsur-unsur tindakppidana Pasal 

28 ayat (1) UU ITE danddemikian halnyaadengan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Artinya, bilaamemang 

unsur-unsurrtindak pidananyaaterpenuhi, penegak hukum dapattmenggunakan ketigaapasalltersebut. 

Teruntuk dakwaan tunggal yang di jatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan majelis hakim, hakim mengatakan pada saat penuntutan, Jaksa hanya mendakwa dengan 

dakwaan tunggal, maka dari itu hakim juga menjatuhkan dakwaan tunggal. 

Jika dilihat dari Pasal1184 KUHAP(Kitab Undang-undanghHukum Acara 

Pidana) mengaturrmengenai alattbukti yang sah. Sebelumnya, diddalam Pasal 183 

KUHAP dinyatakannbahwa hakimmtidak bolehhmenjatuhkan pidanaakepada seorang kecualiiapabila 

dengannsekurang-kurangnya duaaalat buktiiyang sah iaamemperoleh keyakinannbahwa 

suatuutindak pidanaabenar-benar terjadiidan bahwaaterdakwalah yang bersalahhmelakukannya. 

Olehhkarena itu, berdasarkanpPasal 184 KUHAPyyang seringkali dikenal sebagaiialat buktiiyang 

sahhdalam penjatuhannputusan olehhhakim, antarallain: keteranganssaksi, keterangannahli, surat, 

petunjuk, dannketerangannterdakwa. 

Persamaanyyang dapattditemukan antaraaalat buktiidalam keduaatahapan tersebut 

adalahhbahwa alattbukti yanggditemukan harussmenunjukkan tersangkaadiduga kerasstelah 

melakukannpidana (dalam penangkapan) atauuterdakwa telahhmelakukan tindakppidana 

(dalammpenjatuhannputusan).  
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Hallini dinyatakannjelas dalammpenjelasan Pasal 17 KUHAP yanggmenjelaskan bahwa: 

“Pasallini menentukannbahwa perintahhpenangkapan tidakkdapat dilakukanndengan sewenang-

wenang, tetapidditujukan kepadaamereka yanggbetul-betul melakukanntindak pidana.” 

Senadaadengan penjelasanddi atas, Pasal 183 KUHAPpmenyatakan bahwaahakim harussmemperoleh 

keyakinan berdasarkannsekurang-kurangnya duaaalat buktiiyang sah tersebuttbahwa terdakwa 

bersalahmelakukan suatu tindakpidana. Dalampenjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan 

bahwaaketentuan ini adalahhuntuk menjaminntegaknya kebenaran,akeadilan, danakepastian 

hukummbagiiseseorang. 

Sehinggaadapat disimpulkanndari penjabaranddi atas, buktiipermulaan yangccukup 

dalammtahapan penangkapanddan sekurang-kurangnya duaaalat buktiiyang sahhdalam 

penjatuhansputusan olehhhakim harusddiukur secaraakualitatif. Dalamahal ini, diddalam 

tahapanapenangkapan, buktiapermulaan yangacukup tersebutabenar-benar menunjukkan 

bahwaatersangka didugaakeras melakukanatindak pidana, danddalam tahapanppenjatuhan putusan, 

alatybukti tersebutttelah meyakinkannhakim bahwaaterdakwa telahhbersalah 

melakukanntindakppidana. 

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut harus menjadi 

pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan dakwaan tunggal tetapi karena ini hukum pidana dan 

terdapat keyakinan hakim di dalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan 

terdakwa, Maka hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dua alat bukti dan satu keyakinan 

bahwa terdakwa memang betul bersalah dalam perkara No. 650/Pid.Sus/2020/PN Mks, sehingga dapat 

dikatakan dakwaan yang seharusnya di tetapkan dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal, yang 

dimana dakwaan kumulatif ini menggunakan dua bahkan lebih peraturan perundang-undangan.  
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2) ApakahhYanghMenjadiiPertimbangan HakimmDalam MenjatuhkannPutusan Pidana Terhadap 

PenyampaiannInformasi YanggMenyesatkan Yang MengakibatkannKerugian KonsumennDalam 

TransaksiiElektronik dalammPutusan No. 650/Pid.Sus/2020/PN Mks? 

 Hal-hallyang menjadiipertimbangan hakimmdalam menjatuhkannputusan dalam perakara 

No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks antara lain: 

MajelissHakim hanyaamempertimbangkan unsur-unsurrperbuatan diddalam Pasal 45A Ayat (1) 

Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubahhdengan undang-

undanggNomor 19 tahun 2016 tentangiInformasi dantTransaksi Elektronik.k 

Mempertimbangkan, bahwaauntuk menjatuhkannpidana terhadaptTerdakwa, maka 

perluudipertimbangkan terlebihh dahulu keadaanayang memberatkan ndan yang 

meringankantTerdakwa;  

Keadaan Yang Memberatkan 

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi PRISCILIA sebesarRp. 25.000.000.- (dua 

puluh lima juta rupiah) sehinggaabelummadaaperdamaian. 

- Terdakwaamelakukan perbuatanntersebut untukmendapatkan keuntunganndengan 

memanfaatkanssituasi dan kondisiiditengah pandemiiCorona VirussDisease 2019 (COVID-

19), yanggmana alat kesehatannyang salah satunyaaberupa masker sangattlangka dan 

sulittdidapatkan. 

Keadaan Yang Meringankan: 

- Terdakwa jujur dan tidakkberbelit-belittdalamppersidangan ; 

- Terdakwaabelum pernahhdihukum. 

- Terdakwaamenyesali perbuatannyaa. 

- Terdakwaatulang punggunggkeluarga dan memilikiianak yanggmasih kecill. 

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim 

belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan belum mempertimbangkan faktor-faktor 

lainnya, dan dimana faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut : 

- PerbuatannTerdakwa meresahkannmasyarakat; 

- PerbuatannTerdakwa merugikanbanyak pihak karena menghilangka kepercayaan 

konsumenddalam melakukanttransaksi elektronikk 

- Terdakwaatelah menikmatiihasilnya  

Perbuatannterdakwa telahmmerugikan Korbann 
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D. KESIMPULAN 

 

1. Dalam kasus ini hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap tersangka selama 1 (satu) 

tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) bulan.  

Yang dimana idealnya apabila hakim mempertimbangkan ketentuan yang lain maka vonis yang 

diterima oleh tersangka itu sangat mungkin akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah 

undang-undang ITE dan sarana yang digunakan juga ITE tetapi karena ini kasusnya berkaitan dengan 

Konsumen, Maka juga seharusnya hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) Pasal 9, Selain UUPK, dalam perkara ini juga dapat dipertimbangkan 

peraturannperundang-undangannlainnya sepertiiKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

378 dikarenakannpelaku usahaaatau penjualljuga menggunakaniidentitas palsuu atau melakukanntipu 

muslihatddalam jualbbeli online maka sangat mungkin hakim bisa menggunakan dua bahkan lebih 

peraturan perundang-undangan demi mewujudkan pemberatan serta melindungi konsumen selaku 

korban, jika hakim hanya menggunakan 1 (satu) ketentuan peraturan perundang-undangan maka ini 

sangat tidak adil bagi korban.  

2. Dalam putusan perkara ini hakim mempertimbangkan terlebihhdahulu keadan yanggmemberatkan 

dankkeadaan yanggmeringankan terdakwaa yang dimana hakim mempertimbangkan 

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban PRISCILIA sebesar Rp. 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehinggaabelum adaaperdamaian. 

- Terdakwaamelakukan perbuatanntersebut untuk mendapatkan keuntunganndengan 

memanfaatkannsituasi dan kondisiiditengah pandemiccCorona Virus Disease 2019 

(COVID-19), yang dimanaaalat kesehatanyyang salahssatunya berupa masker sangatllangka 

dannsulit didapatkan. 

Keadaannyanggmeringankan 

- Terdakwa jujurrdan tidakkterbelit-belit dalammpersidangan 

- Terdakwa belum pernah dihukum 

- Terdakwa menyesali perbuatannya 

- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil. 

Dalam pertimbangan ini tampaknya hakim belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor 

lainnya yaitu  
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- PerbuatannTerdakwa meresahkannmasyarakat; 

- PerbuatanTerdakwa merugikannbanyak pihak karena menghilangkan kepercayaan 

konsumenndalam melakukanntransaksiielektronik 

- Terdakwa telah menikmati hasilnya 

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban. 

- Jika faktor tersebut diatas di pertimbangkan maka sangat mungkin, akan mencerminkan rasa 

keadilan bagi korban. 
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